PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIEAN DAN KEBUTIAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR % #77 C 4266/ PK. TV /2008

lemtang

[ZIN OFERASION AL SEKOLAI MENENGAH PERTAMA { SMP ) ISLAM AL-TKHLAS NW
POHGADING, DESA POHGADING KFCAMATAN PRINGGABAYA

EEPALA DINAS FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR -

Membaca 3 Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren
Darunnahdlatain NW Pancor Kabupaten Lombok Timur Nomor :
04/SMPLA-1.NW /POL1/ 2007, tanggal 2 Agustus 2007 Tentang
Permchonan  Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama { SMP )
Istam Al-Ikhlas NW Pohgading  Desa Pohgading Kecamatan
Pringgabaya.

Menimbang A, bahwa Keberadaan Lembaga Pendidikan dalam Jenjang Pendidikan
dasar dengan jenis Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) untuk
menampuny;, lulusan Sekolah Dasar { SD )} dan Madrasah Ibtida’vah
{MI) vang akan melanjutkan Pendidikannya di Desa Pohgading dan
Wilayah sckitarnya sangat diperlukan dan mendesalk

b, bahwa Sekolah Menengah Pertama { SMP ) Islam AlTkhlas NW
Pohgading Desa Pohgading  Kecamatan Pringgabaya yang telah
beroperasi sejak ‘lahun Pelajaran 2007/2008 perlu diberikan izin
aperasional sebagai sebuah Lembaga Pendidikan vang definitif
dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten
Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yvang dimiliki
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud hurup
a dan b, maka dipandang perlu memberikan izin Operasional bagi
Sckolah Menengah Pertama ( SMP ) Islam Al-Tkhlas NwW Pohgading
Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur ;

Mengingat 1. Undang-Undang nomor : 69 Tahun 1958, tentang  Pembentukan
Dacrah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah tingkat 1
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
Undang-Undang nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
Undang-Undang nomor : 33 Tahun 2004, tentang perimbangan
keuangan antara Pemnerintah Pusat dan Dacrah ;

4. Undang-Undang romor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional ;

Peraturan Pemerintah nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar ;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Falid 9000, Tentane Kewrnanoan

Pemerintah Pusat dan Kewenaneas n\ni“itr‘
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